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Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 
sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, 
bahwa: 


1) 


(2) 


(3) 


1) 


Kutipan Pasal 113 


Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagai- 
mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). 


Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud da- 
lam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ 
atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 


Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ 
atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). 


Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dila- 
kukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat 
miliar rupiah). 
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KATA PENGANTAR 


Alhamdulillah, tiada henti kami bersukur ke haribaan Tuhan Yang 
Mahakuasa atas semua nikmat hidup yang telah Ia berikan pada kami. 
Sangat bersyukur buku “Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana” ce- 
takan kedua ini terbit dengan kurun waktu yang tidak terlalu lama de- 
ngan cetakan pertama. 

Berdasarkan hasil pengamatan pribadi, buku-buku populer tentang 
hukum masih sangat jarang ditemukan dan disajikan khususnya berke- 
naan dengan hukum pidana. Buku populer hukum dimaksudkan untuk 
konsumsi bagi semua kalangan baik akademisi, praktisi, maupun ma- 
syarakat umum. Sehingga keberadaan buku pupuler hukum ini sangat 
memiliki nilai strategis sebagai bahan rujukan yang mudah dibaca dan 
dipahami. Perkembangan hukum di Tanah Air, menyebabkan istilah-is- 
tilah hukum banyak disitir di berbagai media mass ataupun elektronik. 

Buku ini dimaksudkan untuk membantu pemahaman bagi masya- 
rakat umum yang tidak mengerti tentang hukum, khususnya hukum pi- 
dana. Hukum pidana menurut hemat penulis adalah bagian dari hukum 
yang paling banyak dijumpai dan dihadapi oleh sebagian besar masyara- 
kat. Sehingga sangat perlu pembahasan yang cukup ringan berhubungan 
dengan hukum pidana tersebut. 

Penulis telah berusaha untuk menggambarkan materi hukum pida- 
na dengan cara sederhana. Meskipun demikian, tentu saja masih banyak 
ditemukan bahasan-bahasan dengan gaya bahasa yang terkadang su- 
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lit untuk dipahami. Hukum pidana, sebagaimana literatur hukum pada 
umumnya banyak menggunakan bahasa-bahasa hukum yang sulit di- 
mengerti dan dicerna oleh mereka yang tidak mengerti hukum. Bahkan 
mahasiswa hukum itu sendiri masih menemukan kesulitan-kesulitan 
dalam memahami hukum pidana. Oleh karenanya, usaha-usaha memub- 
likasikan buku-buku dengan pemahaman yang mudah, patut untuk di- 
kembangkan secara berkesinambungan. Semoga buku ini bisa berman- 
faat. 


vi Ea 


PEN 
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TENTANG BUKU INI 


Sebuah buku adalah anggitan ihmah. Wengisi ruang pengetahuan di 
relung-relung hausnya ilmu. Jika dunia Sinda inginkan maka bacalah, 


karena kalimat pembuka Tuhan adalah igra', bacalah!!! 
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“Perpustakaan adalah Kuil Pembelajaran, dan pembelajaran telah 
membebaskan lebih banyak orang, dibandingkan dari semua perang 
yang telah terjadi dalam sejarah” 

Carl T. Rowan 


Buku ini dimaksudkan untuk membantu pemahaman bagi masyarakat 
umum yang tidak mengerti tentang hukum. Hukum pidana menurut he- 
mat penulis adalah bagian dari hukum yang paling banyak dijumpai dan 
dihadapi oleh sebagian besar masyarakat. Sehingga sangat perlu pemba- 
hasan yang cukup ringan berhubungan dengan hukum pidana tersebut. 

Penulis telah berusaha untuk menggambarkan materi hukum pidana 
dengan cara sederhana. Meskipun demikian, tentu saja masih banyak di- 
temukan bahasan-bahasan dengan gaya bahasa yang terkadang sulit un- 
tuk dipahami. 

Hukum pidana, sebagaimana literatur hukum pada umumnya banyak 
menggunakan bahasa-bahasa hukum yang sulit dimengerti dan dicerna 
oleh mereka yang tidak mengerti hukum. Bahkan mahasiswa hukum itu 
sendiri masih menemukan kesulitan-kesulitan dalam memahami hukum 
pidana. Oleh karenanya, usaha-usaha memublikasikan buku-buku de- 
ngan pemahaman yang mudah, patut untuk dikembangkan secara berke- 
sinambungan. 

Setidaknya ada beberapa alasan mengapa buku ini penting untuk 
hadir di hadapan pembaca, alasan-alasan ini barangkali cukup subjektif 
sebab memang berasal dari penulis an sich. 

Alasan pertama, banyaknya kasus-kasus hukum terutama pidana 
yang menyita perhatian publik. Sebut saja tindak pidana korupsi oleh se- 
bagian oknum-oknum pejabat negara, tindak pidana pembunuhan yang 
melibatkan mantan ketua KPK Antasari Azhar, tindak pidana pembunuh- 
an berantai oleh Ryan jagal asal Jombang dan masih banyak kasus lain- 
nya. Kasus tersebut mencuat ke publik dan menjadi bahan pembicaraan 
publik mulai tingkat “jalanan” hingga di ruang-ruang akademik. Antu- 
siasme publik menyebabkan hukum pidana—sadar atau tidak sadar—te- 
lah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat publik. Hal 
ini tentu berpengaruh kepada tingkat pengetahuan masyarakat secara 
umum. Dengan demikian masyarakat dituntut untuk “sedikit” mempela- 
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jari hukum pidana meski dengan tingkatan paling sederhana. Problem 
yang muncul kemudian, sulitnya mencari bacaan yang ringan dan “re- 
nyah” dibaca oleh masyarakat. Sehingga buku ini mencoba mengisi keko- 
songan bahan-bahan bacaan tersebut. 

Alasan kedua, banyak praktik-praktik tidak terpuji yang dilakukan 
oleh oknum aparat penegak hukum dalam perkara pidana, semisal tawar- 
menawar tuntutan oleh oknum Jaksa, tawar-menawar peningkatan status 
tersangka/terdakwa oleh kepolisian termasuk juga di dalamnya jual beli 
putusan pengadilan. Praktik tersebut menurut penulis salah satunya di- 
akibatkan ketidaktahuan masyarakat menyangkut hukum pidana (Jonae- 
di Efendi, 2010: 12-15). Sehingga masyarakat, terutama yang mengha- 
dapi persoalan hukum dengan begitu mudah “diperdaya” dan dibodohi 
oleh oknum-oknum hukum. 

Alasan ketiga, orang yang menghadapi perkara pidana akan dihadap- 
kan kepada jalan-jalan panjang dalam hidupnya. Proses yang dilaluinya 
terasa sangat berat dan sulit. Ia akan ditimpa kesedihan dan kegelisahan. 
Secara psikologis, pemahaman dan pengetahuan orang yang tersangkut 
pidana tentang apa yang menimpanya akan sangat membantu beban 
penderitaannya. 

Secara sistematik, dalam buku ini akan dibahas pertama-tama ten- 
tang apa itu hukum pidana? Bab ini penting untuk memberikan gambaran 
sekilas kepada pembaca apa yang dimaksud dengan hukum pidana itu. 

Bab selanjutnya persoalan tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pi- 
dana menyangkut juga tujuan hukum pada umumnya, sekaligus pembaca 
juga bisa menganalisis apakah tujuan dari hukum pidana secara teoretis 
sama seperti pada kenyataan yang ada di masyarakat? 

Bab keempat dari buku ini membahas tentang berlakunya hukum pi- 
dana. Bab ini dilengkapi dengan asas-asas yang menyangkut berlakunya 
hukum pidana, baik menyangkut tempat ataupun menyangkut waktu. 

Bab kelima tentang KUHP. KUHP ini sangat penting untuk diketahui 
oleh pembaca, karena di dalam hukum pidana kita asas yang mendasar 
adalah asas legalitas, dan seluruh perbuatan-perbuatan yang dikatego- 
rikan tindak pidana termaktub dalam KUHP. Selain itu, mengingat pen- 
tingnya KUHP ini, penulis juga melampirkan isi lengkap dari KUHP. 
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Bab selanjutnya membahas pengertian tindak pidana. Pengertian me- 
rupakan konsep dasar dari istilah, masyarakat pembaca juga diharuskan 
untuk lebih memahami dan mendalami bahasan-bahasan yang ada di da- 
lam bab ini, karena pemahaman tentang sebuah tindak pidana dimulai ter- 
lebih dahulu dari pemahaman terhadap pengertian tindak pidana an sich. 

Bab ketujuh memaparkan unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur 
ini menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk merumuskan apakah 
sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Implikasi 
pemahaman dari unsur-unsur ini sangatlah penting dalam proses penye- 
lidikan dan penyidikan oleh kepolisian. 

Bab kedelapan menyajikan jenis-jenis tindak pidana. Penulis bermak- 
sud untuk memberikan sebuah gambaran sederhana tentang jenis-jenis 
tindak pidana, terutama menyangkut perbedaan antara kejahatan dan 
pelanggaran karena dua istilah ini paling sering terjadi di masyarakat. 

Bab selanjutnya berbicara tentang subjek dari tindak pidana. Pem- 
bahasan ini sekilas sederhana, tetapi justru dalam perkembangan hukum 
pidana, subjek hukum menjadi diskursus yang terus diperdebatkan, khu- 
susnya menyangkut sebuah pertanyaan yang mendasar “apakah badan 
hukum juga menjadi subjek hukum pidana?” 

Bab kesepuluh mendeskripsikan tentang “siapakah yang menegakkan 
hukum pidana itu?” Sebenarnya bab ini lebih menjadi domain dari hukum 
acara pidana, tetapi penulis menginginkan pembaca memiliki pengeta- 
huan setelah sebelumnya dibahas tentang subjek hukum pidana. 

Bab kesebelas, tentang tindak pidana biasa dan aduan. Dua jenis tin- 
dak pidana ini merupakan jenis tindak pidana yang populer di masyarakat. 
Pembaca pada bab ini disuguhkan tentang pengertian, karakteristik, dan 
unsur-unsur dari tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. 

Bab kedua belas tentang macam-macam hukuman. Bab ini meng- 
analisis secara sederhana macam-macam hukuman mulai hukuman mati 
sampai pada hukuman tutupan. 

Bab tiga belas menguraikan tentang pembarengan tindak pidana. 
Bab ini sengaja penulis sajikan agar masyarakat bisa memahami dan me- 
ngerti tentang aspek hukum pembarengan tindak pidana serta implikasi- 
nya terhadap hukuman. 

Bab empat belas membahas tentang percobaan melakukan tindak 
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pidana. Dalam bab ini diuraikan tentang hal-hal yang mendasar dalam 
percobaan melakukan tindak pidana. 

Bab lima belas membicarakan tentang alasan penghapus pidana. Da- 
lam hukum pidana juga dikenal alasan pemaaf. Artinya ada beberapa tin- 
dak pidana dengan kriteria tertentu yang tidak dapat dimintai pertang- 
gungjawabannya. 

Bab terakhir adalah tutupan. Semoga apa yang dihadirkan kepada 
pembaca dapat memberikan kontribusi positif bagi pembaca pada khu- 
susnya dan pada penegakan hukum pada umumnya. 
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APA ITU HUKUM PIDANA? 


Hukum pidana memuat peraturan-peraturan yang mengandung 
keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan 


hukuman berupa siksa badan. 
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Andai saja hukum itu sebenarnya untuk keadilan, maka niscaya hukum akan 
menjadi “Tuhan” kedua bagi manusia, pasti saja pengadilan menjadi ru- 
jukan pencari keadilan bukan lagi “sarang penyamun” yang memberangus 
keadilan dan kebenaran. 


Bila kita mendengar kata-kata “pidana”, mestilah muncul dalam persepsi 
kita tentang sesuatu hal yang kejam, menakutkan bahkan mengancam. 
Memang benar demikian, karena secara bahasa arti atau makna pidana 
adalah nestapa. Artinya orang yang dikenakan pidana adalah orang yang 
nestapa, sedih, dan terbelenggu baik jiwa ataupun raganya. Tetapi ke- 
nestapaan tersebut bukanlah diakibatkan oleh perbuatan orang lain, 
melainkan atas perbuatan yang dilakukannya sendiri. Coba perhatikan 
skema berikut: 


Melanggar Merugikan 
Hukum Orang Lain 

Proses 

Perbuatan Pidana 


NN Hukuman "4 


Skema sederhana tersebut menggambarkan bahwa tindakan pidana 
adalah diakibatkan oleh perbuatan atau tindakan atau sikap yang meru- 
gikan orang lain. Tetapi apakah perbuatan tersebut betul-betul dapat 
merugikan orang lain atau tidak? dan apakah perbuatan tersebut dapat 
dikategorikan perbuatan yang dipidana atau tidak? itulah yang dipelajari 
oleh hukum pidana. 

Sehingga pengertian sederhana dari hukum pidana adalah hukum 
yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan 
dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukum- 
an berupa siksa badan. 
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Is “ Memuat Aturan-aturan 


« Larangan 
“ Keharusan 


“ Bagi Pelanggarnya Diancam dengan Siksa Badan 


Pengertian tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa hukum pidana 
adalah berisikan peraturan tentang keharusan sekaligus larangan. Tidak 
hanya itu, bagi orang yang melanggar keharusan atau larangan tersebut 
diancam dengan siksa badan. Berikut penulis jelaskan beserta contoh- 
contoh sehingga pembaca bisa memahaminya. 

Pertama, tentang peraturan-peraturan. Peraturan atau lebih te- 
patnya undang-undang sebagai dasar dari setiap tindakan hukum 
seseorang. Untuk itulah kedudukan undang-undang sangat penting. 
Sedangkan aturan-aturan pidana tersebut diatur dalam Kitab Undang- 
Undang Hukum Pidana atau lebih dikenal dan disingkat KUHP. Tentang 
KUHP ini nanti akan diulas dalam bahasan tersendiri. 

Kedua, tentang keharusan dan larangan. Keharusan mengandung 
arti bahwa seseorang harus mengikuti setiap aturan hukum yang 
telah ditetapkan dalam hukum pidana. Sedangkan larangan bahwa 
setiap subjek hukum dilarang melanggar hal-hal yang telah dila- 
rang dalam undang-undang. 

Ketiga, bagi pelanggarnya diancam dengan sanksi. Sanksi dalam 
hukum pidana adalah ancaman badan. Ini tentu saja kalau dalam 
konteks Indonesia adalah pidana kurungan atau penjara (berkenaan 
dengan hukuman akan dibahas dalam bab tersendiri). 


Penting: 

Hukum Pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang 
mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang di- 
ancam dengan hukuman berupa siksa badan. 
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APA SIH TUJUAN HUKUM PIDANA? 


Tujuan pokok diadakannya hukum pidana talah melindungi kepentingan- 
kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan- 
perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu 


datang dari perseorangan maupun kelompok. 
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Seberapa besar dari kita yang peduli bahwa keadilan bisa ditegakkan di 
negeri ini? Seberapa banyak di antara kita yang percaya bahwa kebenaran 
tidak dapat dibeli dengan uang maupun kekuasaan? Yang pasti banyak 
adalah mereka yang mengatasnamakan keadilan dan kebenaran untuk 
merampok harta karun bangsa. 


Jika kita membaca media tentang sebuah putusan hakim yang memutus 
pidana mati atau seumur hidup atau kurungan, mestilah di dalam benak 
kita muncul pemahaman bahwa tujuan hukum pidana itu menghukum. 
Apa iya seperti itu? Bila benar demikian, berarti hukum pidana tak ubah- 
nya seperti “Tuhan” yang mengadili. Lantas di mana letak keadilan hu- 
kumnya? Nah, Pada bab ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan 
tujuan-tujuan dari hukum pidana. Tujuan di sini tentu saja, “agak” ber- 
sifat teoretis, kalau toh misalnya pembaca menemukan ketidaksamaan 
dengan apa yang dibahas dalam buku ini dengan praktik, maka itulah das 
sollen dan das sein-nya. 

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum 
publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi 
kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas 
dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan me- 
rugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok 
orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan 
tersebut antara lain ketenteraman, ketenangan, dan ketertiban dalam ke- 
hidupan masyarakat (M. Abdul Kholig, 2002: 15). 

Salah satu kesimpulan dari seminar kriminologi ke-3 1976 di Sema- 
rang antara lain, hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah 
satu sarana untuk social defense yaitu untuk perlindungan masyarakat 
(Teguh Prasetyo, 2005: 52). 

Namun demikian, dalam perspektif Barat yang kehidupan bersama- 
nya lebih didasarkan pada paham-paham seperti individualisme dan 
liberalisme. Konsep tentang tujuan diadakannya hukum pidana cende- 
rung diorientasikan untuk memberikan perlindungan terhadap berba- 
gai macam kepentingan warga negara secara individu dari kesewenang- 
wenangan penguasa. Konsep demikian antara lain dapat ditelusuri melalui 
berbagai pemikiran Barat khususnya yang terkait dengan gagasan tentang 
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asas legalitas. Sementara itu, ada pula pemikiran yang menggabungkan 
secara sekaligus dua tujuan diadakannya hukum pidana yang telah dise- 
butkan di atas. Sehingga konsepnya menjadi bahwa hukum pidana di- 
adakan tujuannya adalah di samping untuk melindungi kepentingan-ke- 
pentingan yang bersifat kemasyarakatan, sekaligus (secara implisit) juga 
melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat perseorangan (Te- 
guh Prasetyo, 2005: 5). 

Perlu Anda ketahui bahwa munculnya hukum pidana karena diaki- 
batkan oleh adanya kejahatan. Pertanyaannya kemudian, “mengapa ada 
orang jahat?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut terdapat sebab-se- 
bab timbulnya kejahatan, sebagai beban teori berisi antara lain: 

Pertama, Aliran Biologi-Kriminal, teori ini dikemukakan oleh C. 
Lombrosso yang menyimpulkan bahwa memang ada orang jahat dari 
sejak lahir dan tiap penjahat mempunyai banyak sekali sifat yang 
menyimpang dari orang-orang biasa. 

Kedua, Aliran Sosiologi-Kriminil. Pencetus dari aliran ini adalah 
A. Lacassagne, aliran ini menolak aliran di atas dengan mengeluarkan 
pendapat bahwa seseorang pada dasarnya tidak jahat, ia akan ber- 
buat jahat disebabkan karena susunan, corak, dan sifat masyarakat 
di mana penjahat itu hidup. 

Ketiga, Aliran Bio-Sosiologis, penganjurnya adalah E. Feri, aliran 
ini merupakan sintesis dari kedua aliran di atas yang menyimpulkan 
kejahatan itu adalah hasil dari faktor-faktor individual dan sosial. 

Dari teori-teori tersebut pada akhirnya memunculkan beberapa teo- 
ri tentang tujuan hukum pidana. Penulis sajikan dalam bentuk tabel se- 


Teori an | 


Pembalasan Relatif 
Mutlak (Tujuan) 


“- 
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bagai berikut: 
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buku kesatu 


Immanuel Kant, Hegel, Herbart, dan Stahl. 


Penggagas 


Dasar keadilan hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu sendiri. 

“ Penganutnya Immanuel Kant, Hegel, Herbart, dan Stahl. Teori ini 
teori tertua (klasik) berpendapat bahwa dasar keadilan hukum itu 

harus dalam perbuatan jahat itu sendiri. 


Ajaran 


Hukuman itu melulu untuk menghukum saja (mutlak). 
Membalas perbuatan itu (pembalasan). 


Ajaran 


Teori Mutlak (Pembalasan) 


Frans Von Lizt, Van Hommel, dan D. Simons. 


Penggagas 


Tujuan hukum pidana adalah sama dengan tujuan hukuman yaitu 
untuk mencegah kejahatan. 

“ Tujuan lain dari hukuman adalah membinasakan orang yang 

melakukan kejahatan dari pergaulan masyarakat. 


Ajaran 


Dasar hukuman adalah untuk menjamin ketertiban hukum. Negara 
melindungi masyarakat dengan cara membuat peraturan yang 
mengandung larangan dan keharusan. 


Teori Relatif (Teori Tujuan) 


Dasar hukuman adalah terletak pada kejahatan sendiri yaitu pembalasan atau 
siksaan (teori mutlak). 


Di samping itu diakuinya dasar-dasar tujuan daripada hukuman. Penganut aliran ini 
adalah Binding. 


Teori Gabungan 
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Selain itu, terdapat pula aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran 


ini merupakan perwujudan dari tiga teori di atas. Tiga aliran pokok terse- 
but yaitu: (CST. Kansil, 1993: 20-21) 
Aliran Hukum Pidana Klasik 


Secara garis besar, konsep pemikiran tentang hukum pidana yang 


1. 


14 


beraliran klasik memiliki ciri sebagai berikut: 


a. 


Titik sentral perhatian hukum pidana dan penegakannya menu- 
rut aliran ini adalah perbuatan pelaku kejahatan. Sehingga yang 
terpenting adalah sepanjang kenyataan ada orang yang telah ber- 
buat kejahatan dengan melanggar aturan hukum pidana, 
maka orang tersebut harus dijatuhi sanksi pidana sebagaima- 
na telah diancamkan dalam ketentuan hukum tanpa melihat 
motivasi yang mendorong si pelaku berbuat pelanggaran. 
Timbulnya konsep Daad Strafrecht, sebenarnya secara teoretis 
adalah akibat dari pengaruh kuat paham indeterminisme, yaitu 
suatu paham yang memandang bahwa manusia dan perbuat- 
an adalah otonom/mandiri (dalam arti tidak terjadi kare- 
na pengaruh faktor-faktor lain di luar dirinya) melainkan 
murni dari pilihannya sendiri. Dalam konfigurasi pemikiran 
yang demikian ini, maka konsep bahwa perbuatan pidana sama 
dengan penjatuhan sanksi pidana menjadi logis adanya. 

Aliran ini dengan dikaitkan dengan salah satu konsep tujuan 
diadakannya hukum pidana, maka bisa dikatakan bahwa aliran 
klasik tersebut sesungguhnya adalah cermin atau malah penja- 
baran dari konsep mengenai tujuan diadakannya hukum pi- 
dana yang pertama yaitu melindungi kepentingan-kepen- 
tingan yang bersifat luas/kemasyarakatan. Karena dalam 
aliran klasik ini, begitu terjadi suatu tindak pidana yang dilaku- 
kan seseorang, maka demi untuk melindungi masyarakat, orang 
tersebut harus segera dijatuhi pidana tanpa memperhatikan kon- 
disi (motivasi/latar belakang) dirinya saat berbuat tindak pidana. 


Aliran Hukum Pidana Modern (Daader Strafrecht) 
Secara garis besar, konsep pemikiran tentang hukum pidana yang 


beraliran modern atau daader strafrecht ini memiliki ciri-ciri pokok 


sebagai berikut: 


ng 
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buku kesatu 


a. Titik sentral perhatian hukum pidana dan penegakannya dalam 
aliran ini adalah pada diri si pelaku kejahatan. Sehingga ketika 
terjadi suatu tindak pidana maka tidaklah selalu otomatis pe- 
lakunya harus dijatuhi sanksi pidana tertentu sesuai dengan ke- 
tentuan hukum. Karena dalam ini harus diselidiki/dibuktikan ter- 
lebih dahulu apa yang sesungguhnya menjadi latar belakang atau 
motivasi dari pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut. 

b. Timbulnya konsep daader strafrecht di atas, secara teoretis ada- 
lah akibat adanya pengaruh kuat dari paham “determinisme”, 
yaitu paham yang memandang bahwa manusia dan perbuat- 
annya adalah sama sekali tidak otonom. Artinya dipengaruhi 
oleh hal-hal eksternal di luar dirinya. Dalam perkembangannya 
determinisme ini pun kemudian sampai pada gagasan perlunya 
mengganti konsep pemberian sanksi pidana (yang cenderung 
bersifat punishment/hukuman, menjadi pengenaan tindakan 
(yang lebih bersifat treatment/pembinaan). 

Cc. Apabila aliran pemikiran hukum pidana modern ini dikaitkan 
dengan salah satu konsep tentang tujuan diadakannya hukum 
pidana, maka bisa dikatakan bahwa aliran ini sesungguhnya 
adalah cermin atau malah penjabaran dari konsep mengenai 
tujuan diadakannya hukum pidana yang kedua (yaitu me- 
lindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat perse- 
orangan dari setiap individu warga negara). Hal ini terlihat 
dari konsep aliran modern ini yang menghendaki aspek kondi- 
sional dalam diri pelaku, tujuannya adalah agar individu pelaku 
kejahatan yang menjadi calon terpidana tersebut pun dapat 
tetap terjamin perlindungan hak-haknya dari kemungkinan 
mengalami kesewenang-wenangan penguasa. 

Aliran Hukum Pidana Neoklasik/ Neomodern 

Secara garis besar, konsep pemikiran tentang hukum pidana yang 

beraliran neoklasik/neomodern memiliki ciri-ciri pokok sebagai ber- 

ikut: 

a. Titik sentral perhatian hukum pidana dan penegakannya dalam 
aliran ini adalah aspek perbuatan pidana dan pelaku dari per- 
buatan pidana secara seimbang. Sehingga suatu pemidanaan 
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haruslah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan se- 
cara matang dan seimbang antara fakta berupa telah ter- 
jadinya tindak pidana yang dilakukan seseorang maupun 
kondisi subjektif dari pelaku tindak pidana khususnya saat 
ia berbuat. Gabungan antara keduanya harus bisa melahirkan 
keyakinan bahwa orang tersebut memang pelaku sebenarnya 
dari tindak pidana yang terjadi dan untuk itu ia memang patut 
dicela, yang dalam hal ini adalah dengan cara dikenakan sanksi 
pidana terhadap dirinya. 

Apabila aliran ini dikaitkan dengan salah satu konsep tentang 
tujuan diadakannya hukum pidana, maka bisa dikatakan bahwa 
aliran ini sesungguhnya adalah cermin atau penjabaran dari 
konsep mengenai tujuan diadakannya hukum pidana yang ketiga 
yaitu untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang 
bersifat kemasyarakatan dan sekaligus juga kepentingan- 
kepentinganyangbersifatperseorangan.Halini menunjukkan 
bahwa keharusan perhatian terhadap realitas tentang telah 
terjadinya perbuatan pidana, kiranya dapat disamakan dengan 
orientasi untuk memberikan perlindungan terhadap kepen- 
tingan-kepentingan yang bersifat publik. Sedangkan keha- 
rusan perhatian terhadap kondisi subjektif pelaku perbuatan 
pidana, kiranya dapat disamakan dengan orientasi untuk 
memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang 
bersifat perseorangan (c.g. individu pelaku tindak pidana 
sebagai warga negara). 
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Penting: 

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum pub- 
lik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepen- 
tingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuat- 
an-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu 
datang dari perseorangan maupun kelompok orang (Suatu organisasi). 
Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ke- 


L tenteraman, ketenangan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. 
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KAPAN BERLAKUNYA 
HUKUM PIDANA? 


Tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang 


dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah 


ada terlebih dahulu. 
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